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WALIKOTA PROBOLINGGO

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN NOMOR KODE BARANG MILIK DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan
status penggunaan barang pada masing-masing pengguna barang di setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Kota
Probolinggo diperlukan adanya kodefikasi barang milik daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
Konsideran ini, maka perlu menetapkan Nomor Kode Barang Milik Daerah
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo dengan Keputusan Walikota.

. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota

Kecil dalam Laingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Dati Il Probolinggo (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3240) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan
Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4073) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahabn antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737) ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 80 tahun 2003 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah ;



Menetapkan
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem
Informasi Manajemen Barang Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode
Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penglolaan Barang Daerah yang dipisahkan ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota
Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 5) ;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2008 Nomor 7) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2008 Nomor 8) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2006 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN
NOMOR KODE BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PROBOLINGGO.

Pasal 1

Menetapkan Nomor Kode Kepemilikan, Satuan Kerja dan Sub Unit/UPTD di

Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Peraturan ini.



Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Juli 2009
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 22

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAMBANG SULISTYONO, SH. M.Si
Pembina Tk |
NIP. 19561101 198509 1 001




